
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI PASURUAN 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NO MOR 47 TAHUN 2024

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam

pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa

dikarenakan adanya perubahan kebijakan mendasar dan

terjadinya peristiwa khusus serta guna memberikan

kepastian dalam menetapkan keanggotaan Tim Pelaksana

Kegiatan di desa, maka perlu dilakukan penyempurnaan

dan penyesuaian atas ketentuan dalam Peraturan Bupati

Pasuruan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa;

b. bahwa dalam rangka penyempurnaan dan penyesuaian

sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 31 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Ka bu paten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik

Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6914);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6321); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 
2015 ten tang Pemerintahan Desa sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan 
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan, Tahun 
2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Pasuruan Nomor 332) 

8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 31 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 
26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Pasuruan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan 
Tahun 2020 Nomor 26); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 31 TAHUN 2018 
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 
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Pasall 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 31 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 
2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan 
Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan 
Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Pasuruan 26) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

(1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam 
kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan . 

(2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mempunyai kewenangan: 

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; 

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; 

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB 
Desa; 

d. menetapkan PPKD; 

e. menyetujui DPA, DPPA dan DPAL; 

f. menyetujui RAK Desa; dan 

g. menyetujui SPP. 

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya 
kepada perangkat Desa selaku PPKD. 

(4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan 
keputusan kepala Desa. 

(5) PKPKD dapat diberikan honorarium yang besarannya ditetapkan dalam 
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APB Desa. 

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 7 

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bertugas 
sebagai koordinator PPKD. 

(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 

a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa; 

b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan 
perubahan APB Desa; 

c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB 
Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB 
Desa; 
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d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa 
tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa; 

e. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas 
PPKD; dan 

f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka 
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. 

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa 
mempunyai tugas: 

a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL; 

b . melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan 

c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB 
Desa. 

(4) Koordinator PPKD dapat diberikan honorarium Penyusunan APB Desa. 

3. Ketentuan ayat (6) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

(1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b bertugas 
sebagai pelaksana kegiatan anggaran. 

(2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Kaur tata usaha dan umum; dan 

b. Kaur perencanaan. 

(3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 

a. Kasi pemerintahan; 

b. Kasi kesejahteraan; dan 

c. Kasi pelayanan. 

(4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 
anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; 

b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; 

c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; 

d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya; 

e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan 
barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan 

f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk 
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. 

(5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing 
dan ditetapkan dalam RKP Desa. 

(6) Pelaksana Kegiatan Anggaran dapat diberikan honorarium yang besarannya 
ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APB 
Desa. 
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4. Ketentuan cliantara ayat (3) clan ayat (4) Pasal 9 clisisipkan 2 (clua) ayat yaitu 
ayat (3A) clan ayat (3B) clan ayat (7) Pasal 9 cliubah, sehingga Pasal 9 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 9 

( 1) Kaur clan Kasi clalam melaksanakan tugas se bagaimana climaksucl clalam 
Pasal 8 ayat (4) clapat clibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan 
pengaclaan barang/ jasa yang karena sifat clan jenisnya ticlak clapat 
clilakukan sencliri. 

(2) Tim sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) berasal dari unsur perangkat 
Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri 
atas: 

a. ketua; 

b . sekretaris; dan 

c. anggota. 

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksucl pada ayat (2) yaitu pelaksana 
kewilayahan. 

(3A) TPK ditetapkan dengan jumlah personil minimal 3 (tiga) orang, namun 
berdasarkan pertimbangan kompleksitas kegiatan, personil TPK dapat 
ditambah sepanjang berjumlah gasal. Ketiga unsur yang ada dalam TPK 
dapat clitunjuk sebagai ketua, sekretaris, maupun anggota sesua1 
kemampuan clan keahlian. 

(3B) Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara Swakelola 
ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan dari anggota TPK yang mampu 
dan memahami teknis kegiatan/ pekerjaan konstruksi. 

(4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat 
penyusunan RKP Desa. 

(5) Tim sebagaimana dimaksud pacla ayat (4) ditetapkan melalui keputusan 
Kepala Desa. 

(6) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah: 

a. melaksanakan pengadaan barang/jasa di desa melalui swakelola 
maupun penyedia barang/jasa; 

b. melaksanakan penerimaan dan pemeriksaan barang/ jasa; dan 

c. melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kaur/Kasi 
Pelaksana Kegiatan Anggaran. 

(7) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan honorarium yang 
besarannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman 
Penyusunan APB Desa. 

5. Ketentuan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai 
berikut: 
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Pasal 10 

(1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c 
melaksanakan fungsi kebendaharaan. 

(2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: 

a. menyusun RAK Desa; dan 

b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, 
menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggung 
jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka 
pelaksanaan APB Desa. 

(3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor 
Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa. 

(4) Pelaksana fungsi kebendaharaan dapat diberikan honorarium yang 
besarannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman 
Penyusunan APB Desa. 

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 42 

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi: 

a. penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada 
tahun anggaran berjalan; 

b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun 
berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan; 

c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, 
antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan 

d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan 
dalam tahun anggaran berjalan. 

(2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 ( satu) kali dalam 1 ( satu) 
tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. 

(3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: 

a. Terjadi Peristiwa khusus seperti bencana Alam/Non Alam, Krisis Politik, 
Krisis Ekonomi dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan 

b. Perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi 
dan Pemerintah Daerah terkait dengan penambahan dan/ a tau 
pengurangan dalam pendapatan Desa tahun berjalan. 

(2) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap 
mempedomani RKP Desa. 
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• 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Diundangkan di Pasuruan 

pada tanggal, 16 Desember 2024 

SEKRETARIS DAERAH 

             ttd.

Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal, 16  Desember 2024 

Pj. BUPATI PASURUAN, 

       ttd.

NURKHOLIS 

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO 
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 47

TELAH DITELITI 

Pejabat Tanggal Paraf 

Sekretaris Daerah 

Asisten PKR 

Kepala Dinas PMD 

Kabag. Hukum 

Sekretaris Dinas PMD 

Kabid. BKKD 
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